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BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR '71 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan

pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan

penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun
2023;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5357, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor /
136); 17




Menetapkan

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA

TAHUN 2023.

Pasal 1
Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi
anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 2
Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
(1) Standar Biaya Umum Desa dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :
a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; /{



b. honorarium Tim Pemilihan PAW Kepala Desa/Perangkat
Desa/BPD;

¢. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi;
honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang
dan Jasa,

e. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa (PKPKD);

f. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD);

g. iuran BPJS Ketenagakerjaan;

h. iuran BPJS Kesehatan;

1. biaya jasa konsultan kegiatan konstruksi (tidak sederhana
dan resiko tinggi);

J. honorarium narasumber/pengajar sosialisasi, pelatihan,
penyuluhan dan bimbingan teknis, dan lain-lain;

k. honor/insentif kader kelembagaan desa;

l. insentif perangkat keagamaan/syara;

m. biaya perjalanan dinas; dan

n. biaya makan minum rapat.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

a. alokasi dana desa;

o

dana desa;

pbh;

hasil usaha desa:

hasil aset desa;

pendapatan asli desa;

bantuan keuangan provinsi; dan/atau

- 1, 2 ST L R

bantuan keuangan kabupaten/kota.

Pasal 4
Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biava Umum
yvang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan
kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum
ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan
pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

I

Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah.



Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Biava
Umum Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari
2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati im1 dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
l'pada tanggal 24 JAH UL 2023

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

Diundangkan di ang Tinggi
pada tanggal

K RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH EKABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2023 NOMOR —}



000°002 uemng /dueiQ ej088uy

000°0SC uemg /dueiQ SLIRJaIN2S UBBUBOU2II INEY
uejerday] Iad aa/aav

000'00€ ue[ng /suelQ enjay sapyag

00000t uelng /duelQ BUIqUISg esa(] ereday]

BSadd Tl UeP BSoUddT “eSaardyT ‘eseaadvyl “esoddyy “SoANLdy Ureunsniuod UeeiSoy BUesyed eniued WNBIOUoH | .

esa( ereday ys ueduap uexdelap dued eniued WNLIEBIOUOH

resap ueduenay uendurewsy

uefuop uUeNENSISIp uep JNueq refeqes eAulSBun-1FEUNSs UBMNIUAID umedayiad Sunmyiyip Jrjussuj/wnirelouoy Suen ueIesad

9 S ¥ £ (4 I
. VYNVO
NACH: | VOAVH NVILLVS NVIONIA VINVN
HHFNNS

£70T NVIVODNV NNHVL VSEAd WNAN VAVIE dVANVLS

£Z0Z NNHV.L VSId WNINN VAVIE dVANVLS
DONV.LNAL

€20Z NNHVL .m JAOWON

HYONFAL NTNIONALD [LVdNEg NVANLYHNAd
NVAIdNVT




000°0St | uejerday/SuelQ aa e 00z dy Hep yiqa[ uejerday nded refin B9
000°0ST | uerelday /BueiQ Bjo88uy
. einr 0oz dy uedusp redwes einp
000°00¢ | uejelday] /BueiQ aa SLIB1aD[AS
osdy  wep yiqa| uejerday nded refN
000'08g | ueeiday]/Sueip B9y
Bse( uep Sueleq ISHNIISUOY UEB)BIS9Y BUBSHE[d4 W], WNLIEIOUOH
000°007 | ueyerday/Sueig ej088uy
000°0SZ | uejerday] /Suein Suelan]as8 mey /1sey
ueieIday 194 aav/aa
000°00¢ | uejerday /3uelp enyoy SopP3IS
000°'00% | uejerday /3uelp qemel SunS3ueuad eso(] ereday
ISHIIISUOY UoN uejerday vuesye[ad eniued WNLIBIOUOH
000002 ueng /SueiQ ejog8uy
000'0SZ ue[ng /3ueiQ SLIB}oD[9g mey /i1sey
uejerdoy Ja4 Hdd/aay
000°'00€ ueng /ueip N9y sapyag
000° 00t ue[ng /FueIQ qemel Sung8ueuag esa(] ereday

add/esaq yexsuerad /sapey] MVd UBYI[IWa Wi, WNLIBIOUOH




b

nged (2101 = eynl 0og 'dy p/s
00'00S ueng /Suvip
ueNIeseplaq ? _ eine 0gg 'dy seje 1p euep nded reqN
.- BN 067 "dy (esaq sLrElD{Rg)
ueIE 3 ng /3ues
ot e ) dedad p/s emnp ool "dy seje 1p euep nded repN ¥dd 101BUIpIoO}]
esa(] ereday
NS WeBUR | hh00e | uemg/Sueio einp 001 "dy p/s euep nded repiN
ueydelang
((dd) Bseq ueduena)] uee[o[a8uad BUBSHE[3d WNLIBIOUOH
/9 TelIN S°Z
5 g ue[n B
ueresgue gt g 2 p's e [ "dy seje 1p euep nded reqN
gt remn T “dy p/s
njes BWeRs | 000 00z’ 1 | uemng/IueiQ
B[O[aNIP einp 00S 'dy seje 1p euep nded [N (esaqq ereday|) esaq
Suek ueresdue ;
nfed 101 | 000'000°1 | wete /i avd/aa el 00g ‘dd P/S |  ueBuenoy| ueejojBuad
uesIesepIaq e osg "dy  seje 1p euep nded EIN | yeesenyoy SueSowag
UImLre.rouoy e 0sz - _mm
ueresaq Uep | n00'0s8 ueg /3ueIQ
esa(] ereday P/s enp 001 -dy seje 1p euep nded ey
VS ueduap
ueydejonqg | 000°009 uemng /3uei enp 001 "dy p/s euep nded repN
((IMdMd) Bsaq ueduenay ueejojaduad ueesenyay duefouiad WNLIEIOUOH
000'0S¢ | uejerday] /FueiO ejogduy
00000y | uererday /dueiQ ISR ETS




Y b

fued uesrediue

e gog 'dy seye 1p euep nded ®N

mey /1sey
Buisew | 0pp'00s | uemd/Sueio e
o p's Temuy [ ‘dy seje 1p euep nded reIN
Y2[0 BIO[XIP
Fued uejerdoy 000°0SH wEmE/3uin remy 1 "dy p/s
RICRItE ene goc 'dy seye 1p euep nded eQN
nded ej03 (weBuenay Jney ure[ss .
uep uelBIsay o0 — e enlopg "dy p/s | wesnin ereday/isxeg
ueeuesye[ad enp 06z 'dy  seje 1p euep nded TeIN e[eday]) ueressuy
eure| ueduap uelelday euesye[ad
o bk e 0z "dy
umieon || [QODOSEL | (BSmE/SUE p/s emnp 001 dy seje ip euep nded repN
BuEsSyE[a]
ynjun
wnuelouoy | 000°00€ ue[ng /JueIp einp 001 "dy p/s euep nded repN
uelesag
R TeMIN §°Z
unyel 000°+S9 ueng/3ueiQ ol e i e G el I
nies ewe[=2s
BlO[2NIP 000 055 oL Tern 1 'dy p/s




ue[ng /dueip dea], uepiseysuad X %S 0 unpey /1sey /ey
ue[ng 194 uemg/3ueip aav deja], veprseyduad X %<0 sapjag
uepng /duein | deja], weniseysuad X oS0 esa(] ereday
(esa(q 1ey8urlag uep esa( ede[ey UBlRYasay UBUINUE[) UelBYasay Srdd uein]
ue[ng /dueiQ deja], uepiseyduad X %S0 unpey /isey /ey
uemng 124 uepng /8uein aav dejs], ueniseysuad X %S0 Sap}as
ue[ng /3uelp deja], uepiseysuad X %S 0 esa( ereday
W3I(/uenjeway] ueuturer uep ¥/ elioy uejeureasay ueururer) uveellayedeuslay grdg uein]
SEUREE . TeIIN §'T
000009 ug[ng /sue
unye) /PR p's Xei 1 'dy seje 1p euep nded reqy
njes EUIEaS
: TeiN [ dy p/s
B[O[2¥IP 000'SES uemg /3uBiQ
e 00 'dy sele 1p euep nded renN (weSuenay uesnin
guef uerediue avd/aa Tasl
einl -d g | ereday) esaq ereyepuag
uesresepIsg einr oSz dy  seje 1p euep nded 1eN
WNLIBIouoy N 0sg "dy
000°'06€ ueng /3uein
ueresag , p/s einpe o1 "dy seje 1p euep nsed refy




/b

nded rejiu wep 9g'g eAueq Buied

[ uexrensasip . ;
jmussur/ | 000°0S1 ueng /3uelQ | HEd/aad/aay eunJe], duerey enioy
WNLIBIOUoY _
ueIEsIq 000082 uemg /3uelp | Hdad/AAy M/ Ld
esa(] ueedequiaay Uep Jspey Jnussu]/wniIelouoH
0007001 e /3uelQ ueyNEB[ad BLasad nes Suen
BAUSEEN] 000002 ey /3ueiQ BIBOY BMBQUId]
mm_.EEn_ [P “esaq
Ueslap [ENsas . JOlEela
ﬂmhﬂwxib 2 000°0c2 Ie3|/8uelQ 1elapoiN yeremeAsny/SuLresy
reqelad 000°008 urep /SueiQ Juesipnj /jive[sido/istwspenyy /1snyeld /rexed qiqnd /3eiung
neje/uep LN
100
ynerad 1edey] /1sesiBISOg /Teuruag
HNMHE“H D_._uﬁ.ﬁ__..uh urept _\mﬂ..m_hD 01| .:.U.—Gmm u—_ﬂn_._m_...unm .mu._mﬂ.ﬂ.h urefep
APAPHEINA | 000'008 | wrer /Buvi0 II Uo[osq Jeqelod | IPQUINSEIBN WNLIBIOUOH
000°000°1 | wrer /3ue1g [ uopesy 1eqelad
P ‘sunjel, ueSuiquulg UeBp UBYN[NAUY4 ‘UBynE[dd ‘Isesieisog Jefeduad /roqunserey wnielouoy
uejerda
uererday] /3uein ik uesemesdua]
nded reu wep o1 edueq Buned
aa
Blda
uejersay] /8ueip b e UBBUBIUIIS]

(1B8ury, ox1soy UEp BUBYIOPIS EPLL) ISHNIISUOY UBIR[E) UejNsuoy ese[ eAelg




Y/

esa(] ereday
uesnminday
mjefau
uexjde;anp
BlIas
durduresip
wojoy eped
Wnjuearay
duek
eurwedeqas
eAuddun
-133unes
uep Bsap
ueduenay
uendwewas]
ueduap

000°0S1 ueng/Suelg | HAd/aa/aav ueeyelsndiag e[o[afuad sedniad
000°00€ uemng/suelp | Hdd/ad/aav esa(] sepedig 10je1adQ
000°0SE ueng/3ueiQ | Had/aa4/adav Bsa(] sopnaysig J0yesado
000001 | uemg/suelp | HEd/ad/aqv es3(] BUROUIY SeSNIA]

esa(] Heuy
000°001 ueng/3uei0 | Had/aa/aav e L B e
000°0S1 ueng/3uelo | HEd/da/aav esa(] yajuelsod Japey|
000°0ST uelng /3ueip | Hgd/dd/adav esa( jepy efequia] eniay
000°0ST ue[ng /3usiQ Hgd/aav Bsa(] sewur] sedmag
0007002 ueing /3uelQ | Hdd/dd/aAqv dnNvd nmo /iapey|
000°SLI ueing /3uer) | HEd/ad/aav Od.L/1esN nano
000°0S1 ueng/3uelQ | HEd/aa/aav WA/ aNd 1epex
000°0ST ue[ng/3uerp | Hdd/ad/aav (AL3) esaq suMaL, 1apey
000°ST1 ueng /3ue1 | Had/aa/aav eIsue]/npuiqsod/npuedsod Japey
000°0S1 ueng /duelQ | Had/Qd/aav WdT eray
000°00Z ueing /suelQ | HAd/ad/aav Md eniay




th

000°00T oNN-o3NK 23 Suerey dunln weq
00008 ere)n nnysuag Suerey Sunln Lreqg
yes suei
mnq uesusp | 00081 ey 23 Suerey Sunln weq
ueynNg
P 1930 000071 uejeles ninySusg 93 Suerey Sunln weq
yodsuel],
000°09 pwIn[ag 2y Juerey Sunln ueqg
000°0S nm{Suag B0 93 Juerey sunln eq
ISUTAOIJ WIele(] Yedoe( Jen seulq ueueeliad rexoq uodsuel], 133uria], uesejeq
seul(q ueuerelisd
esa(] pifsaw
reSeqas sapey | 000002 ueng /duelQ Had/aav yeqny
NS myePw :
uexdejoup | 000002 ueng /SueIQ Hdd/aav wiLreyn
guek
pifsous eped | 000°00T uemg /3uel0 Hdd/aay reng
ueewedeay
yeySuerad | 000°0ST ue[ng /uei Hgd/aav qreyy
ynjun
ueyrefeqrq | 000°00F ueng /3uel Hdd/aav ureu]
(BIeAg /ueewedeay 1eduBlad Jruasu]
000°0ST uemg /3ueli Had/aavy esa(] 10juey edeluad sednag
0000ST | wemg/Swerp |Had/aa/aav esa(] [eNB1q Jopey




add enjay /eseq ereday

"‘qed /on-o3nN

000°0S€ el 13 ‘qey]/3uoqa "qey oy
- 33d enjay uep esaqNNd snindudd ‘add S A e
: LIeH 1 ‘ qa] dueloy
000°02¢ HEH J54 FeIS ‘adel e3083uy p/s Ade BN [PTeM/eseQ 1BBURIRd | .o e ‘qus ferean
000°0SZ LRl 19 add enjay /esaq ereday nn{suag ‘qey 93
33d Bnjay uep esaNNd snunsuad ‘ddd
000°0ST LIeH JI3d Fe1s ‘add e1083uy p/s adg enay [em/esaq 1eyduriad Suedyeday
000°0L1 ey 134 add emayj/esaq eredoy | qed/ninyduag v1oy a3
ISUIAOL] Wele(] yelise( Ien] seul(] ueuereliad ueuey Suen
Bsa(] M3Id BnIey uep esagNNd sninduad ‘ddd
000°0s1 HEH 1ad JeIs ‘adg e1083uy p/s gdd enoy [Bfem/esaq 1eysueiad
unyj 67 <
000°S9T eH 13 add eniay /esaq ereday]
= BSa( M3Md N3y uep esagnNg sninduad ‘add
ooo’set HEH 1ad JeIs ‘add ®1083uy p/s add eniay ey /esaq jexdueiod
wy 6 - ST <
000°SET ey 1ad add emey/esa ereday
BSa(] IId BN39Y Uep essqNg snindusd ‘add
000°001 HEH 13d JeIs ‘add e1088uy p/s qdd enia) [pfem/esed 1esueiad B ok
= <
000°STI ey 1ad add enjey/esaq ereday
(uarednqgey]) yesoe( wene(q seulq ueueeliad uelrey 3uen
000°001 Buoqa] 2] Buesey Sunin ueq
000°08 duoqa] Bueloy o3 Buerey Bunln weq

000°09

Fueryeday 93 Suerey sunln weq




7/ INOY IONVAINTH 2

Jiiurode - ;=g

: .J.\HI{QZHB NINMONAL LLVdNd “d @

1IF3una], 000°SI ey /dueig (>oeus) vedepny
IE[IN ISewnsy E T B

000°0€ ey /3uelQ e

yedey wnuiy ueyepn
es9(] 3id en1oy /esagnnNg
000°02€ LIeH 194 snunduad/adg Jeis uep add ®o8duy ‘adg Suepig
; enyay ‘qdd SLBIRDIg ‘add eniey [D{em/esaq 1exsuetad
000°0S€ LIeH 194 add en3ey /ese ereday

ISUTAOL] TenT yelae(] Jen seul ueuereliog ueuey suen

Id B3Ry uep esaqNNd snInsusd ‘qdd ey
000°0cE HEH 434 JBIS ‘adg ©1088uy p/s adg enia) [piem/eseq 1eBueiag | gey/ueie[as nnisuag




	Image_00001.pdf (p.1)
	Image_00002.pdf (p.2)
	Image_00018.pdf (p.3)
	Image_00005.pdf (p.4)
	Image_00006.pdf (p.5)
	Image_00007.pdf (p.6)
	Image_00008.pdf (p.7)
	Image_00009.pdf (p.8)
	Image_00010.pdf (p.9)
	Image_00011.pdf (p.10)
	Image_00012.pdf (p.11)
	Image_00013.pdf (p.12)
	Image_00014.pdf (p.13)
	Image_00015.pdf (p.14)
	Image_00016.pdf (p.15)

